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SURAT PER^'ANJIAN KERJA

KEIGIATAN :

/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR (DAK REGTILER 2019)

PEKER^IAAN :

PEMBANGUNAN JAMBAN BARU SDN (}3 SUNGAI GAYO

Antara
PTIIERII{TAH KABUPATEIT PESISIR SELATAN

Dengan
KEPALA SEKOLAH

Nomor : 46lV/ SARPRAS-DATLSD/ SwK/ DpK- pS I 20 Lg
Tanggal : 2O Mei 2Ot9

t i:i Senin tanggal lhta F.ttuh bulan Mei tahun lhta tr<lbtt Sembilan Bela.s, Kami gang
Egan dLbo;ua'hinl:

JAI'Rr, S.Pd

I(uasa Peagguaa Aaggaraa Bidacg peabinaan Sekolah. Dasar
?ahua Anegaraa 2Ol9
JL II. Agus Salim - palaan

AURIZAL, S.Pd.sD

Kepala Sekolah SDN ()3 Sungai Gayo

IV Jurai - Lumpo

lE 't,s nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan::tl[;{C69IBKPSDM-2O18 Tanggal 27 Februari 2O18 yang selanjutnya disebut pihak Kedua.

ryiatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu peqjaljian
Mma Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Angfaa-ran 2o18 dengan ketentuan-fu quarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :
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Peraturan Presiden RI Nomor 16 ?ahun 2O18 tentang pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2Ol8 tanggal 31 Desember
2O18 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 menentukan
bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia
Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah
penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2O19 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaal Kabupaten Pesisir Selatal Tahun
Anggaran 2019,

EryatakaIr telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Angga.ran 2ol9 dengan ketentuan-

Erar.at-syarat seperti dalam pasatr-pasal di bawah ini :

. Pssel I
TUJUAIT PIR^IAIIJIAIs

Kerja adalalr untuk melaksanakan pekerjaa-n di bawz*r ini :

Peabaaguaaa Ja,rabaa Banr SDN ()3 SUNGlu GAYO
Keeamatan Iv Jurai

btrsedia melaksanakan pekerjai.rn tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam
serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

ST'UBERDANA

lnda kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

III,AI PEKERJAAN

tersebut dalam perjanjian ini adiala- r selesar Rp. IOO.OOO.OOO,OO
krpiah )yang dibebankan pada DPA SKPD No. 1.o1.01.0 1.01.16.162 tanggat o2 Januari

2.

3.

4-
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PRINSIP PEI(ER^'AA.![

IElaksanaan DAK Tahun Anggaran 2O19 meliputi :

dikeq'akan dengan mekanisme swakelola,
cs tansparansi dan akuntabilitas,

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
hralitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pasal 5
PENGAWASAN & PEUERIITSAAN

lhtk melakukan pengendalian pekeq'aan yang terdiri dari pengawasan dan tindakal
lngoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh StaJDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
hryaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama
Eak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Eak Kedua harus mematuhi segala petunjuk {dalam tral teknis) dan atau perintah Direksi
fthrlun/nnak Pertama.

fftak Pertama mempunyai hak untuk menolak se'jap hasil pekerjaan yang tidak sesuai
Btt ketentuan pela-lsanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan
raupun ketentuan teknis.

Pasal 6
' *JArGrA WAI(TU PELAXSATTAAN

pelaksalaan -v-ang diScbuttrian dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 12O {
saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2O19Pufuh ) Hari Kalender, terhitung mulai

Pftak Kedua.

Pasal 7
CARA PEIIYALT'RAI{ DANA

lmyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

EQ l: 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
drlcsana swakelola telah siap untuk melaksanakao pekerjaan swakelola,

ffi@ ll:- 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
!ftrjaan telah mencapai bobot 25o/o (Dua puluh lima perseratus)',

m+ il : 3O7o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dala swakelola apa!,ila pekerjaan
tsdrmencapai bobot 7O% (Tujuh puluh perseratus),
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disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

: DAN SDN 03 SIrlt(iAI GAYO

: O4OO.O21O.2S!S7-2

: CABANGPAINAIT

Pasal 8
PEreR^'AAN TAilBAII IruRAITG

Eu5r',mpangan-penyimpangan serta perubahan-perubatran yang merupakan penambahan
rh pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari
trftak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan seca.ra jelas.

rd*nJrapekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktudksanaan pekerjaan kecuali atas persehrjuan tertulis pihak pertnma.

ISat Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertarna sebagai akibatptuatan orang - orang yang dipekerjakannya.

Pasal 9
PEI.APIORAI{

Phak kedua wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan peke{aan /bn4Fran pekerjaa;r kepada pihak pertama.

{3{ laroran ptau catatan pekeriaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah.f,qtujui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan-
f,hak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatanL-tta lslsngkapan administrasi rainnya pada tahapa, pencairan dana.

l.q@" pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh prhak Kedua kepada&& Fertama selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari kalender terhihrng saat selesainya
da&sanaan pekeq'aan, dilampiri anta-ra lain :

Elerita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluara,
lainnyh,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya
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Pasal 1O
SAIIKSI

fika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluarbatas kemampuan pihak Kedua, maka pihak Kedua segera *"rr5lu-p.itan secara tertuliskepada Pihak pertama.

Apabila dalam pelaksana€rn pekedaan mengalami keterlambatan atau tedadi penyimpangandari ketentuan yang berlaku dalam dokum..t t.t ri", RAB dan Gambar rencana, maka pihak
krtama secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekeqiaan tersebut.

kmutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada pihak
[edua/penerima bantuan wajib mengembalikan selurlh <lana dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 1l
PAJAK

Pajakyang timbul akibat dari pelerlsanaan kegiatan/pekeq'aan wajib dipungut dandsetorkan ke Negara oleb pihak Kedua 
""".r"i d.rrgu, p*;;;r-;;rpa3atan yang bertaku di

T 
**"."an Republik Indonesia.

pasal 12
F1ORCT MAJEURE

Fcce Majeure adalah suatu kejadian ya.g menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedangtc$atan sedangkan kejadiannya diluar ke-hendak/kewenangan dari pihak Kedua seperti*T" alam, epidemik, pepeiangan, pemogokan, sabotase] pemtrerontakan/ demonstrasi.

A1nbila terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada pihak
&rtama secara ternrris selambat-lambatnya datam kumn *-rr.r" slriga hari sejakErFdinya force majeure dengan dnengkafi bul<ti terruris yang dikeiuarkan oleh pihakhrsenang.

er0asartan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud daramqd'el maka Pihak pert^ma akan melakukan evaluasi dan kajiaa urituk mengrmbillntrrsa,, menyetujui atau menolak permohonan dari pihal< Kedua tersebut-

ftlaperrnohonal tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterima/disetujui&akan dilakukan peruba].an pedanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batar.



ilEf,EDUA,
g OA SulgEf cayo

199101 1 002

Paiaan, tanggal tersebut di atas

PIHAI( PERIA.uA,

Kuasa Peagguaa Anggaraaw,
JAI'RI. S.Pd

NIP. 19690530 199711 1 001

Nomr
Tffiggal
Pekerjm

Pasal 13
PTtrUTI'P

Dlketahui Oleh,
Kepala Dlaas Peldidlaaa daa

Kebudayaan
Kabupatea Peslsir Selataa

H. ZT'LI{IFLI.S.Pd.U.Pd
NrP. 19591231 198512 I OO5

: 46/ V/ SARPRASDAK.SDI SwK/ DpK-pS/ 2O1s
: 20MEI2019
: Pem.barqunanJamban Buu SDN 03 SUNGAI GAYO


